
 



 



 



 



 



 



 



 



  



Sumber Berita : 

“Sengketa di Atas Tanah 1,5 Juta Meter Persegi”, Forum Keadilan, Edisi 24-30 Agustus 2015. 

Catatan : 

 Menurut Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata halaman 418, Eksepsi secara 

umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan 

atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau 

formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok 

pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut 

memeriksa pokok perkara.  

 Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus 

menerus, berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengo-lahan, 

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk 

peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan 

hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 

Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). 

 Sertipikat adalah surat tanda bukti hak pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, 

hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. (Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) 

 Yang dimaksud dengan “Hak Pengelolaan” dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian 

Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya adalah: 

(1) Hak pengelolaan, yang berisi wewenang untuk: 

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan; 

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya; 

c. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut 

persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi 

segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan 

ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan 

dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 



(2) Hal pengelolaan yang berasal dari pengkonversian hak penguasaan berdasarkan 

Peraturan Menteri Agraria No. 9/1965 tentang “Pelaksanaan konversi hak penguasaan 

atas tanah Negara dan ketentuan tengang kebijaksanaan selanjutnya” yang memberi 

wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas dan yang telah didaftarkan di 

Kantor Sub Direktorat Agraria setempat serta sudah ada sertipikatnya.  

 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian 

dilimpahkan kepada pemegangnya. (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Meteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan). 

 Hak Pengelolaan adalah Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang 

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, 

berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan 

pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga 

dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).  

 Hak Pengelolan dapat diberikan kepada : 

a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah; 

b. Badan Usaha Milik Negara; 

c. Badan Usaha Milik Daerah; 

d. PT. Persero; 

e. Badan Otorita; 

f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. (Pasal 67 ayat (1) 

Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 

1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak 

Pengelolaan).  

 Bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, 

Lembaga, Instansi, Badan/Badan Hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk pembangunan, dan pengembangan wilayah 

industri dan pariwisata, dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan diusulkan kepada 

Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan 

dengan hak guna bangunan atau hak pakai sesuai dengan rencana peruntukan dan 

penggunaan yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan. 

(Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara 



Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak 

Pengelolaan Serta Pendaftarannya).  

 Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah,  Menteri 

menerbitkan keputusan pemberian Hak Pengelolaan atas tanah yang dimohon atau 

keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya. (Pasal 74 ayat (3) 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 

1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan). 

 Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan 

atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. (Pasal 

35 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria). 

 Hak guna bangunan hapus karena : 

a. jangka waktunya berakhir; 

b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; 

c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 

d. dicabut untuk kepentingan umum; 

e. ditelantarkan; 

f. tanahnya musnah; (Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria). 

 Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah : 

a. Warganegara Indonesia; 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 

(Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria). 

 Kerugian Immateril dan Materil diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang menyatakan bahwa Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, 

terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat 

diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.  

 Yang dimaksud dengan Keputusan Inkracht adalah putusan itu harus benar-benar telah 

dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk 

melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat 

waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun 

ada perlawanan, banding atau kasasi. (Pasal 195 Het Herziene Indonesisch Reglement).  



 Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti 

Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak. (Pasal 1 Angka 2 Peraturan 

Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum).  

 Tanah Negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara. (Pasal 1 huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara).  

 Jika penguasaan atas tanah Negara dengan Undang-undang atau peraturan lain pada waktu 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, 

Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri 

Dalam Negeri (Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1953 tentang 

Penguasaan Tanah Negara).  

 Menteri Dalam Negeri berhak menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementerian, 

atau Jawatan atau Daerah Swatantra. Penguasaan tanah negara diserahkan kepada : 

a. Sesuatu Kementerian atau Jawatan untuk melaksanakan kepentingan tertentu 

Kementerian atau Jawatan itu; 

b. Sesuatu Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya, satu dan 

lain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Dalam 

Negeri.  

 Supaya terjadi perikatan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat (Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata) : 

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu pokok persoalan tertentu; 

4. suatu sebab yang tidak terlarang.   

 Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling (ruislag) adalah pengalihan kepemilikan 

barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, 

antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan 

menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang 

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah).  

 Banding merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan 

kepada Pengadilan Tinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Keuasaan Kehakiman).  



 Kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan 

kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding (Pasal 22 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Keuasaan Kehakiman). 

 Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan kepada Mahkamah Agung Terhadap putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, Peninjauan Kembali dilakukan apabila terdapat hal 

atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. (Pasal 23 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Keuasaan Kehakiman) 

 Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : 

a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang 

diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian 

oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 

b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan 

yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;  

c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;  

d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan 

sebab-sebabnya; 

e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang 

sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang 

bertentangan satu dengan yang lain; 

f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan 

yang nyata. (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung).  


